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ABSTRAK

Kebijakan pengembangan kawasan pulau-pulau kecil di Indonesia sudah menjadi tun-
tutan bangsa Indonesia sebagai bentuk rencana pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut
dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan mengingat sumberdaya yang beragam yang
dimiliki oleh bangsa Indonesia ini cenderung mengalami penurunan. Keanekaragaman
hayati di wilayah pesisir dan laut terutama di pulau-pulau kecil yang ada di Kota
Pariaman meliputi keanekaragaman genetik, spesies dan ekosistem. Keanekaragaman
hayati dan nilai, manfaatnya baik secara ekonomis, sosial, budaya dan estetika perlu
perhatian serius agar strategi pengelolaan keanekaragaman hayati pesisir dan laut sesuai
dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pulau-pulau kecil di Kota Pariaman
terdiri dari 4 (empat) pulau yakni: Pulau Angso, Pulau Kasiak, Pulau Tangah dan Pulau
Ujung. Wilayah gugusan pulau-pulau tersebut secara ekonomis mempunyai potensi
yang kaya akan lahan yang relatif luas, sumberdaya laut dan pariwisata. Jika berhasil
dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, pulau-pulau kecil ini bukan sgja akan
menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, melainkan sekaligus akan mengurangi
kesenjangan pembangunan antarmasyarakat nelayan dan non nelayan di K ota Pariaman.
Kata kunci: keanekaragaman, pulau-pulau kecil, kebijakan, pengembangan wisata.

A. PENDAHULUAN
Keanekaragaman hayati di wila-

Pulau-pulau kecil di Kota Paria-
man terdiri dari 4 (empat) pulau yakni:

yah pesisir dan laut terutama di pulau-
pulau kecil yang ada di Kota Pariaman
meliputi keanekaragaman genetik, spe-
sies dan ekosistem. Keanekaragaman
hayati dan nilai, manfaatnya baik secara
ekonomis, sosial, budaya dan estetika
perlu perhatian serius agar strategi pe-
ngelolaan keanekaragaman hayati pesi-
sir dan laut sesuai dengan prinsip-prin-

sip pembangunan berkelanjutan.
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Pulau Angso, Pulau Kasiak, Pulau Ta
ngah dan Pulau Ujung. Wilayah gugu-
san pulau-pulau tersebut secara ekono-
mis mempunyai potensi yang kaya akan
lahan yang relatif luas, sumberdaya laut
dan pariwisata. Jika berhasil dikem-
bangkan secara optimal dan berkelan-
jutan, pulau-pulau kecil ini bukan sgja
akan menjadi sumber pertumbuhan eko-

nomi baru, melainkan sekaligus akan
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mengurangi kesenjangan pembangunan
antarmasyarakat nelayan dan non nela-
yan di Kota Pariaman.

Secara geografis Pulau Angso
terletak 00°38°01” LS dan 100°05°57
BT dengan luas pulau 5,13 hektar,
terdiri dari 1,25 hektar hamparan pasir
dan 3,88 hektar kawasan bervegetas,
dan keliling pulau 840,7 meter. Berada
di sebelah barat pesisir Kota Pariaman,
secara administratif pulau ini termasuk
dalam wilayah Kelurahan Pasir, Keca
matan Pariaman Tengah, Kota Paria-
man. Pulau ini dihuni oleh 2 penjaga
pulau yang ditugaskan dengan Surat
Keputusan Walikota Pariaman Nomor
97/523/DKP-2013. Penjaga pulau ini
bertugas dalam memelihara dan menga-
wasi keempat pulau kecil ini. Pulau
Angso ini hanya sebaga tempat per-
singgahan bagi nelayan Kota Pariaman
dan sekitarnya dalam melakukan akti-
vitas sebagai nelayan. Namun potensi
yang dimiliki oleh Pulau Angso ini se-
baga objek wisata sangat besar, ter-
bukti setigp hari libur, acara Tabuik,
Peringatan Menjelang Puasa Ramadhan,
Lebaran, dan hari-hari besar keagamaan
maupun hari besar nasional, Pulau Ang-
SO ini menjadi salah satu tujuan wisata
yang sangat diminati, dengan salah satu
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objek wisata kuburan panjang. Kegiatan
wisata pula ini telah ada sgak tahun
2010.

Pulau Ujung secara geografis ter-
letak pada 00°06’39” LS dan
100°06°39” BT dengan luas pulau 3,94
hektar, yang terdiri dari hamparan pasir
0,37 hektar dan 3,21 hektar adalah
kawasan bervegetasi. Kondisi tutupan
karang hidup dengan rata-rata 22,75%.
Pulau Ujung ini termasuk ke dalam
wilayah Kelurahan Lohong, Kecamatan
Pariaman Tengah, Kota Pariaman.

Pulau Tangah berada pada posis
geografis 00°38’51 LS dan 100°06°05”
BT dengan luas pulau 6,58 hektar,
terdiri dari 1,56 hektar hamparan pasir
dan 5,02 hektar kawasan bervegetasi.
Keliling pulau adalah 951,1 meter de-
ngan ratarata tutupan karang hidup
17%.

B. METODE

Metode penulisan ini mengguna-
kan deskriptif kualitatif dan studi lite-
ratur. Pada hakikatnya, penelitian des-
kriptif kualitatif adalah suatu metode
dalam meneliti status sekelompok ma-
nusia, suatu objek dengan tujuan mem-
buat deskriptif, gambaran atau |ukisan
secara sSistematis, faktual dan akurat

mengenai fakta-fakta yang diselidiki.
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Pendlitian deskriptif kualitatif ini ber-
tujuan untuk mendeskripsikan apa sga
yang terjadi saat ini. Artinya, penelitian
ini mendeskripsikan, mencatat, meng-
analisis dan menginterpretasikan kon-
dis yang sekarang ini terjadi. Dengan
kata lain, penelitian deskriptif kualitatif
bertujuan untuk memperoleh informasi
keadaan yang ada. Sedangkan metode
literatur adalah metode pengumpulan
data yang dilakukan dengan cara meng-
ambil data-data yang diperlukan dari
literatur-literatur yang berkaitan.

C. PEMBAHASAN

Kebijakan pengembangan kawa
san pulau-pulau kecil di Indonesia su-
dah menjadi tuntutan bangsa Indonesia
sebagai bentuk rencana pemanfaatan
sumberdaya pesisir, laut dan pulau-
pulau kecil secara berkelanjutan meng-
ingat sumberdaya yang beragam yang
dimiliki oleh bangsa Indonesia ini cen-
derung mengalami penurunan.

Kota Pariaman adalah salah satu
kota yang terletak di wilayah pesisir
Provinsi Sumatera Barat yang termasuk
ke dalam kategori daerah yang berada
pada kawasan rawan bencana, baik itu
rawan terhadap bencana gempa dan
tsunami, gerakan tanah, likuifaks serta

banjir. Letak geografis Kota Pariaman
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yang berada pada kawasan rawan ben-
cana ini menjadi tantangan bagi Kota
Pariaman dalam mewujudkan vis
kotanya untuk menjadi kota tujuan
wisata budaya yang Islami, namum hal
ini dapat diupayakan dengan beberapa
program dan kegiatan yang telah di-
lakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman
untuk mewujudkan vis tersebut, yang
salah satunya adalah dengan pengemba-
ngan program kota hijau.

Secara geografis, Kota Pariaman
yang resmi terbentuk dengan berlaku-
nya Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2002, terletak antara 0° 33’00 -
0°40’43” Lintang Selatan dan 100°10’
337 - 100° 10’55” Bujur Timur. Kota
Pariaman merupakan salah satu kota di
Provins Sumatera Barat yang memiliki
wilayah pesisir dan laut. Kota Pariaman
ini mempunyal luas wilayah darat
keseluruhan 73,36 km?® dan luas lautan
282,69 km? dengan 4 buah pulau-pulau
kecil: Pulau Ujung, Pulau Tangah,
Pulau Angso dan Pulau Kasiak. Panjang
pantai lebih kurang 12,7 km. Kota Pa-
riaman ini terdiri dari 4 (empat) keca-
matan yaitu Kecamatan Pariaman Utara,
Pariaman Tengah, Pariaman Timur dan
Pariaman Selatan, dan kecamatan-keca-
matan tersebut terdiri dari 16 kelurahan
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dan 55 desa. Batas administras Kota

Pariaman adal ah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ke-
camatan V Koto Kampung Daam
(Kabupaten Padang Pariaman)

- Sebelah Selatan berbatasan dengan
Kecamatan Nan Sabaris (Kabupaten
Padang Pariaman)

- Sebelah Timur berbatasan dengan
Kecamatan VII Koto Sungai Sariak
(Kabupaten Padang Pariaman)

- Sebelah Barat berbatasan dengan Se-
lat Mentawal.

Secara lokasi, wilayah Kota Pa-
riaman yang diapit oleh Kabupaten

SIBLR T FIRELEE

Padang Pariaman dan Samudera Indo-
nesia ini mempunyai kedudukan stra-
tegis, baik dari segi ekonomi maupun
sosial budaya, dan juga diperkuat oleh
dukungan aksesibilitas terhadap Kabu-
paten Padang Pariaman yang nantinya
akan mendorong akselerasi peningkatan
status perekonomian masyarakat Kota
Pariaman yang akan datang. Untuk le-
bih jelasnya secara administras Kota
Pariaman dapat dilihat pada gambar di
bawah ini.

REMCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PARLAMAN
TAHUMN 2090 - 2030

Berdasarkan arahan pengemba
ngan ruang yang tercantum di dalam
RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-
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2030, kawasan pulau-pulau kecil Kota
Pariaman diarahkan menjadi salah satu
kawasan dtrategis kota yang dikem-
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bangkan dengan tujuan perlindungan
lingkungan hidup, terutama perlindu-
ngan terumbu karang dan biota laut
lainnya, dan didukung oleh kegiatan
wisata lingkungan.

Kebijakan pengembangan pulau-
pulau kecil sebagai kawasan wisata di-
dukung oleh pengembangan saranatran-
sportasi laut yang dilayani oleh pelabu-
han/marina di muara Sungai Batang
Pariaman dan dermaga wisata di Pulau
Angso, yang meliputi angkutan penum-
pang yang akan berwisata di pulau-
pulau kecil yang juga akan dikembang-
kan sebagal pulau wisata.

Potensi pulau-pulau kecil dari
segi keanekaragaman hayati, keindahan
panorama aam dan budaya dapat di-
manfaatkan untuk berbagai kegiatan,
termasuk pariwisata. Pulau-pulau kecil
Kota Pariaman memiliki potens ke-
lautan yang cukup besar, di antaranya
potensi perikanan yang didukung oleh
adanya ekosistem terumbu karang dan
padang lamun yang memiliki keaneka-
ragaman hayati serta bernilai ekonomi.
Dari sisi panorama alam, pulau-pulau
kecil Pariaman memiliki potensi pano-
rama alam yang menarik, dengan duku-
ngan pasir pantai, terumbu karang, dan

hamparan laut yang indah. Dari sis
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budaya, salah satu pulau yakni Pulau
Angso Duo memiliki objek wisata bu-
daya berupa kuburan panjang dan Surau
Katik Sangko dari tokoh penyebar aga-
ma Islam di wilayah Pariaman dan se-
kitarnya.

Selain memiliki potensi bagi pe-
ngembangan wisata bahari, pulau-pulau
kecil umumnya mempunyai tangkapan
air (catchment) yang relatif kecil karena
kebanyakan air dan sedimen hilang ke
dalam tanah, sehingga menjadi per-
soalan dan pertimbangan yang mem-
batasi pengembangan pulau kecil seba-
ga objek wisata yang bersifat massal.
Potens air bersih yang terbatas, jika
diambil atau dimanfaatkan secara ber-
lebihan dapat menyebabkan terjadinya
intrusi ar laut ke dalam ar tanah,
sehingga persediaan air tawar di dalam
tanah akan bercampur dengan air asin
dan tidak dapat dimanfaatkan sebagai
sumber air bersih.

Oleh karena itu kebijakan pe-
ngembangan pariwisata di pulau-pulau
kecil harus berpegang pada beberapa
prinsip-prinsip dasar yakni:

1. Prinsip Keseimbangan

Pengelolaan pariwisata di pulau-

pulau kecil harus didasarkan pada ko-

mitmen pola keseimbangan antara pem-
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bangunan ekonomi, sosial budaya dan
konservasi. Pengembangan pariwisata
di pulau-pulau kecil harus menerapkan
prinsip  pembangunan  berkelanjutan,
dimana aspek ekonomi, sosiad budaya
dan lingkungan hidup dipandang se-
bagai sesuatu yang berkaitan satu de-
ngan lainnya sehingga tidak dapat di-
pisahkan dan dipertentangkan.
2. Prinsip Partisipasi Masyarakat

Meélibatkan masyarakat dalam pe-
ngelolaan usaha pariwisata. Proses peli-
batan masyarakat, baik secara aktif
maupun pasif, harus dimulal sejak tahap
perencanaan hingga tahap pengelolaan
dan pengembangan. Hal ini akan me-
numbuhkan tanggung jawab dan rasa
memiliki yang akan menentukan keber-
hasilan dan keberlanjutan pengemba-
ngan pariwisata di pulau-pulau Kkecil
tersebut.
3. Prinsip Konservasi

Memiliki kepedulian, tanggung
jawab dan komitmen terhadap peles-
tarian lingkungan, baik aam maupun
budaya. Pengembangan harus diseleng-
garakan secara bertanggung jawab dan
mengikuti kaidah-kaidah ekologi serta
peka dan menghormati nliai-nila sosial
budaya dan tradisi keagamaan masya-
rakat setempat. Mengingat karakteristik
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pulau-pulau kecil yang antara lain re-
latif terisolasi; terbatas dari segi ukuran
geografis dan sumberdaya, baik alam
maupun manusia; tingkat keanekaraga-
man yang rendah namun memiliki
jenis-jenis endemik yang lebih tinggi;
maka pulau-pulau kecil sangat rentan
akan suatu perubahan.

Kerusakan lingkungan atau ke-
timpangan sosia akan dengan cepat
memberikan dampak pada pariwisata
yang dikembangkan. Dalam upaya me-
minimalkan dampak negatif yang ditim-
bulkan akibat pembangunan pariwisata,
beberapa langkah dapat ditempuh, se-
perti penentuan ambang batas (carrying
capacity), baik secara sosia (tourism
social carrying capacity) maupun eko-
logi (tourism ecological carrying capa-
city).

Berdasarkan jumlah ambang ba-
tas tersebut, baru dilaksanakan pem-
buatan sarana dan prasarana penunjang
yang dilakukan dengan studi AMDAL.
Pengembangan pariwisata di pulau-
pulau kecil merupakan upaya pengem-
bangan pariwisata melalui pola pemba-
ngunan usaha sarana akomodasi, makan
dan minum, angkutan wisata (darat dan
air), penyediaan sarana wisata alam dan

minat khusus, yang dikembangkan dan
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dikelola dalan satu kesatuan usaha
yang terpadu di satu pulau kecil.
4. Prinsip Keterpaduan

Pengelolaan pariwisata di pulau-
pulau kecil harus direncanakan secara
terpadu dengan memperhatikan eko-
sistem pulau dan disinergikan dengan
pembangunan berbagai sektor. Pengem-
bangan pariwisata di pulau-pulau kecil
harus disesualkan dengan dinamika
sosial budaya masyarakat setempat,
dinamika ekologi di pulau tersebut dan
daerah sekitarnya.
5. Prinsip Penegakkan Hukum

Pengelolaan pariwisata di pulau-
pulau kecil harus dikembangkan sesuai
dengan aturan-aturan hukum yang ada,
serta dilaksanakan dengan penegakkan
hukum maupun peraturan yang berlaku
untuk menjamin  kepastian hukum
dalam pengelolaan pariwisata di pulau-
pulau kecil.
D. PENUTUP

Berdasarkan kajian di atas, dapat
diambil kesimpulan bahwa kebijakan
pengembangan kegiatan pada pulau-
pulau kecil tidak terlepas dari upaya
pemanfaatan ruang pada pulau kecil
sekaligus melakukan upaya perlindu-
ngan terhadap karakteristik fisik pulau

dan potens biota yang terkandung di
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daamnya. Tujuan kebijakan pengem-
bangan pulau-pulau kecil di Kota Pa-
riaman adalah sebagai upaya meman-
faatkan potensi pulau guna meningkat-
kan nilai ekonomis kawasan dan dilaku-
kan dengan meminimalisir dampak
lingkungan akibat eksploitasi atau pe-
rubahan fisik kawasan.

Dengan demikian, kebijakan pe-
ngembangan pariwisata di pulau-pulau
kecil hendaknya memperhatikan prin-
sip-prinsip pengembangan di atas agar
dapat dinikmati tidak hanya oleh gene-
ras sekarang, tetapi juga oleh generas
yang akan datang.
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